BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

SE-KABUPATEN TABANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal
pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat Se-Kabupaten Tabanan;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1938, tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN TABANAN.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Tabanan.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat selanjutnya disebut UPTD Puskesmas
adalah UPTD Puskesmas milik Pemerintah Daerah
yang dikelola dengan Pola Pengelolaan BLUD.

5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah prognosa standar pelayanan minimum
UPTD Puskesmas di Daerah yang memuat tentang
pelayanan apa saja yang harus dilakukan dan target
serta indikator pencapaiannya.

6. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan
untuk mengevaluasi keadaan atau status dan
memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap
perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.



Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai
batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar
yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas
Puskesmas Se-Kabupaten Tabanan yang akan menerapkan
BLUD.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu menjamin
ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan,
kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan
oleh UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Tabanan yang akan
menerapkan BLUD.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

SPM UPTD Puskesmas di Daerah disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

L.
II.
III.
IV.
V.
VI
VII

SPM di Puskesmas;

Indikator Target SPM;

Peranan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
Uraian SPM Upaya Kesehatan Esensial;
Uraian SPM Upaya Kesehatan Pengembangan;
Uraian SPM Upaya Kesehatan Penunjang; dan
Tingkat Kepuasan Masyarakat.

Pasal 4

SPM UPTD Puskesmas di Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 berfungsi sebagai spesifikasi teknis tentang
tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPTD
Puskesmas di Daerah kepada masyarakat.



Pasal 5
SPM UPTD Puskesmas di Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Oktober 2019

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Oktober 2019

s

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 60



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
SE-KABUPATEN TABANAN



